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Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020. Begitu juga, menganalisis kewenangan KPU dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 yang mengaktifan kembali anggota KPU. Kedua hal tersebut merupakan tujuan dari tulisan ini karena seperti kita ketahui bahwa belum lama ini telah mengeluarkan Surat Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 untuk mengaktifkan kembali anggota KPU yang sejatinya telah diberhentikan melalui Putusan DKPP. Hal ini menimbulkan suatu kerancuan karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peilihan Umum, DKPP memiliki kewenangan yakni untuk mengeluarkan Putusan yang sifatnya final dan mengikat. Untuk itu urgensi tulisan ini adalah untuk mengkaji masing-masing produk hukum ini dari sisi tinjauan yuidis. Mekanisme yang dilakukan adalah melalui penelitian yuridis normatif. Adapun berdasarkan hasil pembahasan diketahui bahwa Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020 secara tidak langsung telah mengoreksi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Sedangkan kewenangan KPU untuk mengaktifkan kembali komisioner KPU melalui Surat Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 tidak mempunyai landasan hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Peilihan Umum.
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YURIDICAL REVIEW OF KOMISI PEMILIHAN UMUM AUTHORITY TO  REACTIVATE THE KOMISI PEMILIHAN UMUM COMMISSION AFTER THE ADMINISTRATION COURT DECISION NUMBER 82/G/2020/PTUN.JKT THAT INVALIDATES THE PRESIDENTIAL DECREE NUMBER 34/P YEAR 2020

Abstrct

Purpose of these writing is to analyze The Administrative Court Decision Number 82/G/2020/PTUN.JKT that invalidates the Presidential Decree Number 34 /P Year 2020. Also to analyzing the Komisi Pemilihan Umum Authority in issuing a letter of decree number 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 to reactivate the the members of Komisi Pemilihan Umum Commission. The two things is the goal of this writing because as we noticed that recently Komisi Pemilihan Umum has issued a letter of decree number 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 to reactivate the members the members of Komisi Pemilihan Umum Commission That should have Been discharged by DKPP Decision. This reality is makes confusion situations because because in accordance with The Law Number 7 Year 2017 of General Election, DKPP has an authority to make decision which are final and binding. For that urgency this writing is to analyze each of legal products with the yuridical review poin of view. A mechanism of this writings is done through yuridical normative research. As for the outcome of his discussions known that The Administrative Court Decision Number 82/G/2020/PTUN.JKT that invalidates the Presidential Decree Number 34 /P Year 2020 is indirectly have revise the DKPP Decisions Number 317-PKE-DKPP/X/2019. As for the Komisi Pemilihan Umum Authority to reactivate the the members of Komisi Pemilihan Umum Commission by letter of decree number 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 is don’t have a clear legal basis in The Law Number 7 Year 2017 of General Election.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang


Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) merupakan salah satu dari satu kesatuan penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Sebagai salah satu dari ketiga unsur penyelenggara Pemilu tersebut, DKPP memiliki fungsi yang paling berbeda sesuai dengan perintah undang-undang. Dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 Tahun 2017), DKPP dikonstruksikan sebagai suatu instansi permanen yang memiliki tugas untuk menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Penegakan pelanggaran etika di DKPP pun berbeda dengan lembaga penegak etik lainnya yang umumnya dilaksanakan secara tertutup. Persidangan DKPP dilaksanakan secara terbuka dan para pihak baik itu pengadu, teradu, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat turut serta dalam mengawal persidangan DKPP dari awal hingga akhir. 
       Sejak awal DKPP RI merupakan suatu ius constituendum untuk dalam penyelenggaraan Pemilu. Kehadiran DKPP RI ini menjawab problematika potensi ketidaknetralan penyelenggara Pemilu yang kerap terjadi. Lebih lanjut lagi, ketika Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) saat ini pun dilaksanakan juga secara langsung, maka tugas dan tantangan DKPP terlihat. Hal ini dikarenakan pula pelaksanaan Pilkada langsung di Indonesia dilaksanakan dengan sejumlah harapan untuk memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia.
 Tak jarang bahkan tantangan DKPP RI dalam pelaksanaan Pilkada langsung begitu besar. Hal ini terjadi karena merupakan suatu wujud peralihan dari politik lama yang sentralistik ke politik baru yang polisentris, walaupun dalam aplikasinya masih tidak menghasilkan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk berkiptah di politik lokal.
 Oleh karenanya, keberadaan DKPP tidak dapat ditawar-tawar kembali.

Adapun kemudian, mengenai eksistensi lembaga DKPP RI ini menjadi perbincangan hangat ketika belum lama ini Ibu Evi Novida Ginting Manik telah aktif lagi sebagai komioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dengan berdasarkan surat keputusan KPU RI nomor 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020. Adanya kemunculan surat keputusan KPU RI nomor 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 dalam pengaktifan kembali anggota komisi pemilihan umum ini menarik kita kaji karena secara tidak langsung hal ini jelas tidak sesuai dengan konsep Putusan DKPP RI yang bersifat final dan mengikat.


Sifat Putusan DKPP RI ini serupa dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) yang artinya tidak ada mekanisme bandingnya. Ketika lembaga memiliki produk dengan sifat putusan seperti demikian, maka sejatinya tidak ada lagi jalur koreksi terhadap produk hukum tersebut. Apalagi dalam hal penegakan etik penyelenggara Pemilu, aspek kepastian hukum nasib dari penyelenggara Pemilu tersebut haruslah jelas dan tegas.

Sebelum pada akhirnya keluar Surat Keputusan KPU RI nomor 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 yang mengaktifkan kembali Ibu Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU RI. Adapun awal kekisruhan dari persepsi hukum yang terjadi ini sebagaimana kita ketahui diawali dari penyikapan atas adanya Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Evi Novida Ginting Manik dari posisi sebagai komisioner KPU RI periode 2017-2022. 

Adanya Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut sejatinya merupakan bentuk suatu bentuk peran DKPP RI dalam menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas jajaran KPU RI dan Badan Pengawas Pemillihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI). Marwah lembaga Pemilu baik itu KPU RI dan Bawaslu RI agar dapat selalu independen sejak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011) dijamin oleh DKPP RI. Secara normatif keberadaan lembaga DKPP RI ditegaskan melalui Pasal 1 angka 24 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu”. Dengan kewenangan DKPP RI yang telah dikonstruksikan demikian oleh negara melalui undang-undang seperti ini maka sepatutnya KPU RI menindaklanjutinya dan bukan justru mengabaikannya.

Wujud ketidaksesuaian dengan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 ini terlihat dengan adanya Surat Keputusan KPU RI nomor 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 yang mengaktifkan kembali Ibu Evi Novida Ginting Manik sebagai Komisioner KPU RI. Walaupun memang, KPU RI menggunakan landasan Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.Jkt yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020. Hal ini menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji dan didalami, sehingga dengan demikian, Penulis dalam tulisan ini Penulis mencoba mengangkat judul “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM MENGAKTIFKAN KEMBALI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PASCA PUTUSAN PTUN NO. 82/G/2020/PTUN.JKT YANG MEMBATALKAN KEPRES NO. 34/P TAHUN 2020”. 
B. Permasalahan
       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka pokok permasalahan dalam tulisan ini yaitu:
1. Bagaimanakah tinjauan yuridis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020?
2. Benarkah kewenangan KPU RI dalam menerbitkan Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 yang mengaktifan kembali anggota KPU RI?
C. Metode Penulisan

Metode dalam tulisan ini, menggunakan bentuk penelitian yakni penelitian Yuridis Normatif
. Tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang dari segi sifatnya temasuk penelitian eksploratoris (explorative research) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui. Dalam cara pengumpulan datanya dengan mencari bahan kepustakaan yang dilanjutkan membaca, mempelajari, dan meneliti berbagai literatur yang merupakan sumber hukum primer
, sumber hukum sekunder
, dan sumber hukum tersier
, seperti buku, peraturan perundang-undangan, artikel, makalah seminar atau lokakarya, dan lain sebagainya. Obyek penelitan yang dilakukan oleh peneliti/penulis adalah UU No. 7 Tahun 2017, Putusan PTUN, Putusan DKPP, dan Kepres yang terkait. 

Penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan dilakukan untuk mengetahui batasan kewenangan Komisi Pemilihan Umum. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui daftar kepustakaan yang berkaitan dengan kepemiluan, kelembagaan KPU dan DKPP, dan Putusan PTUN. Jenis bahan (sumber) hukum yakni pustaka hukum yang dijadikan referensi penulisan dalam penelitian ini, yang diperoleh dari bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat dalam masyarakat, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Alat pengumpulan data yang dipakai untuk melakukan penelitian adalah dengan penggunaan studi dokumen terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan dengan kepemiluan, kelembagaan KPU dan DKPP, dan Putusan PTUN. Metode analisis data yang digunakan adalah kuantitatif, dalam suatu penelitian ini dapat didekati dari dua sudut pendekatan, yaitu analisis kuantitatif secara deskriptif, dan analisis kuantitatif secara inferensial, dan untuk penelitian ini dengan analisis kuantitatif yang deskriptif. Bentuk hasil penelitian adalah suatu evaluasi atas problematika pengaturan mengenai dengan kepemiluan, kelembagaan KPU dan DKPP, dan Putusan PTUN. Evaluasi ini berguna  untuk perbaikan undang-undang Pemilu yang saat ini sedang disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta dapat menjadi masukan bagi ilmu hukum di Indonesia.
D. Landasan Teoritis
1. Teori Check and Balances dalam Negara Demokrasi 
Konsep pengawasan atau checks and balances merupakan konsep yang penting dalam menjaga kekuasaan negara dapat dijalankan secara sebaik-baiknya.
 Terkait dengan hal tersebut, merujuk pada Trias Politica, sebagai teori pemisahan kekuasaan palingpopular yang diterapkan guna memisahkan kekuasaan negara dalam 3
(tiga) bidang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Adanya pemisahan
kekuasaan ini juga merupakan syarat dalam suatu negara hukum. Konsekuensi penerapan Trias Politica yaitu harus disertai dengan penerapan checks and balances guna mencegah monopoli kekuasaan negara dan tindakan kesewenang-wenangan
penguasa. Terkait hal tersebut pula, maka perlindungan HAM menjadi hal
substansial dalam negara hukum sehingga tidak terjadi tindak kesewenang-wenangan pemerintah kepada warga negaranya.

Penulis menilai bahwa konsep checks and balances ini juga penting bagi negara Demokrasi. Adapun istilah “demokrasi“ itu sendiri yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau government by the people.
 Konsep demokrasi identik dengan konsep kedaulatan rakyat, dalam hal ini rakyat merupakan sumber dari kekuasaan suatu negara. Tujuan utama dari demokrasi adalah untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada rakyat. Jika ada pelaksanaan suatu demokrasi yang ternyata merugikan rakyat banyak, tetapi hanya menguntungkan untuk orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut sebenarnya merupakan pelaksanaan dari demokrasi yang salah arah. 
Negara demokrasi menjalankan checks and balances sebagai wujud keterlibatan langsung rakyat dalam pengambilan keputusan-keputusan penting bagi negara. Hal ini juga merupakan salah satu  alasan mengapa demokrasi begitu diterima di mayoritas negara-negara di dunia, hal ini dikarenakan demokrasi termyata memberikan perlindungan hak asasi masnusia dibanding sistem otoriter. Stabilitas dan demokrasi solid mempunyai hubungan erat dengan terciptanya apresiasi hak asasi manusia. Hal ini diperkuat dengan secara umum konsep demokrasi diangap memang memberikan peluang, namun bukan kepastian hasil.
 Walaupun misalnya dalam sejumlah kesempatan konsep demokratis itu sendiri perlu penerjemahan sendiri, misalnya dalam pelaksanaan Pilkada langsung yang dinilai demokratis , namun ternyata mempunyai sejumlah kelemahan di mana peran partai politik dianggap sangat dominan dalam menentukan calon, tanpa melalui mekanisme yang demokratis. 
 Adanya checks and balances juga sejalan dengan sejarah panjang demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pola checks and balances ini semakin terbangun semenjak terwujudnya era refomasi dan terjadi amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Checks and balances ini juga sejalan dengan salah satu keinginan luhur reromasi yakni mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang stabil dan sesuai dengan ketatanegaraan Indonesia.
 
2. Teori Negara Hukum
      Bahwa DPR RI berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) adalah lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kedualatan/kekuasaan oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk membuat undang-undang. Hal ini termuat dalam Pasal 20 UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas dalam ayat (1) dinyatakan “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Hal ini pula sejalan jika dikaitkan dengan konsep negara Indonesia yakni sebagai negara hukum (rechtsstaat) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yakni “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia adalah rechstaat bukan negara kekuasaan (machstaat), sehingga semua hal harus didasarkan atas hukum. Adapun ciri-ciri negara hukum antara lain adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, adanya supremasi hukum, pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, dan peradilan yang bebas.

 Negara  hukum  yang  dianut Indonesia  tidaklah  dalam  artian  formal,  namun   negara  hukum  dalam  artian material, yang juga distilahkan dengan negara kesejahteraan (welfare state). Untuk  mewujudkan  tujuan  tersebut,  negara  bukan hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta secara aktif  dalam  semua  aspek  kehidupan  dan  penghidupan  rakyat.  Kewajiban  ini merupakan amanat para pendiri negara (the founding father) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, sebagai negara yang beradasarkan  atas  hukum,  maka sudah selayaknya  segala  aktivitas  dalam  kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah sesuai dengan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum yang  berlaku, dan hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi yang dijalankan di Indonesia.  
II. PEMBAHASAN
1. Tinjauan Yuridis Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT Yang Membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020

    Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT memiliki amar putusan membatalkan Keputusan Presiden No. 34/P Tahun 2020, hal ini bahkan memiliki dampak agar sdr. Evi Novida Ginting yang berdasarkan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 dikembalikan menjadi anggota KPU. Problematika ini muncul menurut Penulis karena PTUN menggunakan dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 9 Tahun 2004). Dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang yakni: 

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum
perdata;

2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang
bersifat umum;

3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan
persetujuan;

4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan
ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan
perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;

5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar
hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara
Nasional Indonesia;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di
daerah mengenai hasil pemilihan umum.


Jika kita melihat dari sisi Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004, memang tidak diatur bahwa apakah mungkin Kepres No. 34/P Tahun 2020 diuji. Namun apakah yang tidak diatur berarti boleh? Penalaran jika tidak diatur berarti boleh dilakukan adalah penalaran dengan terminologi hukum asas legalitas. Dimana tidak dapat seorang warga dihukum tanpa adanya dasar hukum yang melarang. Lebih lanjut, asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundanmental. Asas legalitas dalam hukum pidana begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Jadi, apabila terjadi suatu tindak pidana, maka akan dilihat apakah telah ada ketentuan hukum yang mengaturnya dan apakah aturan yang telah ada tersebut dapat diperlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.
 

Namun menurut Penulis dalam hal penyikapan adanya Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT ini, maka menurut Penulis perlu dilihat dengan penafsiran argumentum a contrario yakni penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang.
 Ketika kita menggunakan penafsiran ini maka justru menurut Penulis akan mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Penafsiran ini justru akan bertujuan untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum. Ketika menggunakan penafsiran ini menurut Penulis justru berbeda lebih tepat dalam melihat Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2004. Dalam hal ini ketika Kepres No. 34/P Tahun 2020 dilihat dari penafsiran argumentum a contrario, maka sebetulnya hal ini bukanlah kewenangan Pengadilan TUN.

Menurut pandangan Penulis, PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT bahkan menilai terlalu jauh sampai ke substansi Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Bahkan poin ke 4 dari amar Putusan PTUN tersebut, jika kita nilai dari sisi Pasal 458 ayat (11) sampai dengan ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017, jelas abuse of power atau abus de droit karena PTUN tersebut memberikan rehabilitasi, hal sejatinya merupakan kewenangan DKPP RI yang dijamin oleh UU No. 7 Tahun 2017. Oleh karenanya, jika Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT justru terjadi pelanggaran akan kepastian hukum, karena negara melalui UU No. 7 Tahun 2017 sudah menjamin Putusan DKPP bersifat final dan mengikat. 


Adapun ketika kita mendalami lebih jauh terkait denagn Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Evi Novida Ginting Manik. Berdasarkan pertimbangan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 angka [4.3.3], Evi Novida Ginting Manik yang dalan perkara DKPP disebut disebut sebagai Teradu VII dianggap melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena hal-hal yang pada pokoknya yakni Teradu VII sebagai Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik Pemilu yang memiliki tanggungjawab etik lebih besar atas ketidakpastian hukum dan ketidakadilan akibat penetapan hasil Pemilu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas dan kredibilitasnya. Hal ini menurut Penulis adalah jelas dan nyata karena sebagaimana kita ketahui Pemilu diselenggarakan atas dasar manifestasi prinsip persamaan di muka hukum (equality before the law)
 dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan (equal opportunity principle).


Lebih lanjut lagi, dalam pertimbangan Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 selanjutnya dikatakan pula bahwa Teradu VII menjabat Wakil Koordinator Wilayah untuk Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan KPU Nomor 56/Kpts/KPU/Tahun 2017 tanggal 13 April 2017. Teradu VII berdasarkan Putusan DKPP Nomor 31-PKE-DKPP/III/2019 tanggal 10 Juli 2019 terbukti melanggar Kode Etik dan dijatuhi Sanksi Peringatan Keras serta diberhentikan dari Jabatan Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat dan Litbang.  Teradu VII dikarenakan berulang kali menerima sanksi etik berat dari sejumlah perkara, seharusnya mengambil pelajaran agar bekerja lebih profesional dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagai Penyelenggara Pemilu. Teradu VII merupakan leading sector dalam menyusun norma standar yang pasti dan berlaku secara nasional dalam menetapkan perolehan suara dan calon terpilih menindaklanjuti Putusan MK tanpa mengorbankan kemurnian suara rakyat yang menjadi tanggungjawab hukum dan etik Teradu VII sebagai penanggungjawab divisi.
 


Putusan DKPP RI haruslah selalu dianggap benar karena menurut Penulis, kita sepatutnya berpegang pada hukum positif yang masih belaku hingga saat ini dimana dalam Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 dinyatakan bahwa sifat putusan DKPP Ri adalah bersifat final dan mengikat. Upaya mengoreksi Putusan DKPP ini menjadi rancu menurut Penulis, karena jalur koreksi tersebut tidak disediakan oleh UU No. 7 Tahun 2017. Berbeda dengan Putusan Bawaslu yang menurut Pasal 471 UU No. 7 Tahun 2017 diatur ada mekanisme bandingnya ke PTUN yakni 5 (lima) hari setelah Putusan Bawaslu terkait Sengketa Proses Pemilu dibacakan. Jadi memang secara sah negara telah memberikan mekanismenya yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan DKPP RI yang menurut Pasal 458 ayat (13) dibunyikan jelas Putusannya bersifat final dan mengikat, dan dalam UU No. 7 Tahun 2017 sama sekali tidak ada mekanisme koreksi atas putusan DKPP tersebut. Hal ini menurut Penulis menjadikan bahwa proses ini sudah jelas dan sepatutnya undang-undang harus kita taati karena kita adalah negara perundang-undangan sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan kelaziman sistem civil law yang mengedepankan peraturan yang tertulis. 
    DKPP RI dengan putusannya yan final dan mengikat juga menurut analisis penulis merupakan suatu bentuk prinsip check and balances dalam penyelenggaraan Pemilu. Seperti kita ketahui prinsip check and balances pada dasarnya adalah prinsip ketatanegaraan yang menghendaki lembaga-lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengontrol satu dengan yang lainnya. Menurut Jimly Asshiddiqie, sebagai negara demokrasi suatu hal yang wajar untuk Indonesia menerapkan prinsip check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahannya, bahkan sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara
 (dalam hal ini mengontrol KPU RI dan Bawaslu RI).

Pada satu sisi, Penulis setuju bahwa penting kiranya ada mekanisme koreksi bagi Putusan DKPP. Hal ini menurut Penulis sudah muncul melalui Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013. Dalam putusan MK tersebut, MK menyatakan bahwa putusan final dan mengikat DKPP tidak dapat disamakan dengan putusan final dan mengikat dari lembaga peradilan pada umumnya. Sifat final dan mengikat dari putusan DKPP haruslah dimaknai final dan mengikat bagi Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu dalam melaksanakan putusan DKPP. Adapun keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun Bawaslu adalah merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara (TUN) yang bersifat konkrit, individual, dan final yang dapat menjadi objek gugatan di peradilan TUN. Apakah peradilan TUN akan memeriksa dan menilai kembali putusan DKPP yang menjadi dasar keputusan Presiden, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, maupun Bawaslu, hal tersebut adalah merupakan kewenangan peradilan TUN. 


Penulis menganalisis bahwa Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 telah memberikan implikasi yakni mengkoreksi kekuatan sifat final dan mengikat pada Putusan DKPP. Final dan mengikat Putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan final dan mengikat dari lembaga peradilan, melainkan final dan mengikat yang setara dengan keputusan pejabat TUN. Dengan kata lain, level dari  dari Putusan DKPP ini sejatinya adalah keputusan yang sebetulnya dapat menjadi objek dari TUN dalam PTUN. Sayangnya dalam UU No. 7 Tahun 2017 jika kita melihat Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 mengenai sifat putusan DKPP masih sama persis dengan Pasal 112 ayat (12) UU No. 15 Tahun 2011 yang bersifat final dan mengikat. Seharusnya jika pembentuk undang-undang sudah menindaklanjuti Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013, seharusnya terdapat hal yang berbeda dalam hal pengaturan DKPP di UU No. 7 Tahun 2017 terutama tekait dengan sifat putusan dan mekanisme bandingnya. Kenapa Penulis berpendapat terdapat mekanisme banding, karena menurut Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 kedudukan dari putusan DKPP adalah setingkat dengan Keputusan TUN yang berarti sehingga perlu ada tingkat selanjutnya bilamana ingin banding. 


Adapun ketika pembentuk undang-undang menghasilkan norma seperti yang ada saat ini dalam UU No. 7 Tahun 2017 dimana Putusan DKPP tetap final dan mengikat maka peluang koreksi Putusan DKPP sejatinya tertutup. Walaupun hal bisa saja dianggap pembentuk undang-undang UU No. 7 Tahun 2017 tidak melaksanakan Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013, namun nyatanya hal ini bukanlah kali pertama. Pembentuk undang-undang pun pernah tidak melaksanakan Putusan MK dalalm kaitannya untuk Pemilu dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Hal yang terkenal dari Putusan MK tersebu adanya pemisahan rezim yakni rezim Pemilu dan rezim Pemerintahan Daerah (termasuk Pilkada di dalamya), namun banyak orang terlupa bahwa sebetulnya amar Putusan MK in adalah mengenai penegasan MK untuk melaksanakan sengketa hasil Pilkada. Realitas dampak dari Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 ini menjadi dipertanyakan ketika kondisi pada saat ini sengketa hasil Pilkada tetap dilaksanakan di MK, walaupun undang-undang Pilkada menyatakan peran MK disini hanyalah sementara.


Lebih lanjut lagi, terkait dengan karena kondisi saat dimana Putusan DKPP RI masih bersifat final dan mengikat, karena Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 tidak dilaksanakan, maka hadirnya Kepres No. 34/P Tahun 2020, harus dimaknai sebagai keputusan administratif saja. Subjek hukum dalam Kepres No. 34/P Tahun 2020 bersifat konkret dan individual. Terkait  keputusan ini, menurut Penulis keputusan semacam ini yang  bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (beschikking).
 Apalagi jika kita lebih dalam hadirnya Kepres No. 34/P Tahun 2020 adalah sekedar “baju hukum” dari suatu putusan dalam hal ini Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019. Dengan demikian ketika PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT menilai kembali apa yang sudah diputuskan sejatinya sangat terlalu jauh.

Ketika muncul kekisruhan hal ini, menurut Penulis penting kiranya melihat kembali keberadaan 3 lembaga penyelenggara Pmeilu. Keberadaan 3 lembaga Pemilu dinyatakan  dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa “Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah secara langsung oleh rakyat”. Frasa “satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu” menuru Penulis memiliki maksud bahwa ketiga lembaga Pemilu itu merupakan satu kesatuan yang perlu menjaga sinergitas antar sesamanya, walaupun masing-masing memiliki tugas, wewenang, dan fungsi yang berbeda namun mereka hadir dengan tujuan akhir yang sama yakni mewujudkan Pemilu yang berkualitas.  
Adanya pengaturan mengenai penyelenggara Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 bukanlah tanpa maksud tertentu, hal ini dikarenakan penyelenggara Pemilu merupakan elemen yang sangat penting yang begitu berpengaruh dalam mengimplementasikan gagasan demokrasi prosedural dan substantif. Oleh karena itu, lazim apabila jika para pakar hukum tata negara menyebut penyelenggara Pemilu merupakan nahkoda dari Pemilu yang menentukan bagaimana dan ke arah mana Pemilu akan berlabuh.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa di Indonesia terdapat 3 lembaga penyelenggara Pemilu, hal ini dimulai semenjak Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011). Dalam Pasal 1 angka 6, angka 16, dan angka 22 UU No. 15 Tahun 2011, ketiga lembaga tersebut dinyatakan sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Format kelembagaan Penyelenggara Pemilu yang diperkenalkan mulai UU No. 15 Tahun 2011 dan bertahan hingga saat ini dalam UU No. 7 Tahun 2017 yakni KPU sebagai administrator utama Pemilu,  Bawaslu sebagai penjamin kualitas Pemilu, dan DKPP sebagai penjaga prinsip kemandirian, integritas, dan kredibilitas jajaran KPU dan Bawaslu. 

Untuk memahami asal muasal 3 lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia, maka hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor (No.) 11/PUU-VIII/2010. Pemohon dalam Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 adalah Nur Hidayat Sardini,S.Sos, M.Si., Wahidah Suaib, S.Ag, M.Si., SF. Agustiani Tio Fridelina Sitorus, S.E., Bambang Eka Cahya Widodo,S.IP, M.Si. Wirdyaningsih, SH, M.H, yang merupakan Ketua dan Anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI) periode 2008-2012
. Kelima anggota Bawaslu RI tersebut melakukan uji materiil terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 22 Tahun 2007) untuk Pasal 93, Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 95, dan Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3). Sejumlah pasal tersebut dimohonkan pengujiannya dengan berdasarkan 2 (dua) pokok utama permasalahan yang diajukan yakni kewenangan pengusulan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Dewan Kehormatan. 

Adapun pokok permohonan mengenai kewenangan pengusulan Panwaslu dimohonkan pengujiannya karena berdasarkan pengaturan dalam Pasal 93, Pasal 94, dan Pasal 95 UU No. 22 Tahun 2007, Panwaslu Provinsi diusulkan oleh KPU Provinsi (walaupun kemudian dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu), Panwaslu Kabupaten/Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota (walaupun kemudian dipilih dan ditetapkan oleh Bawaslu), dan Panwaslu Kecamatan diusulkan oleh KPU Kabupaten/Kota (walaupun kemudian dipilih dan ditetapkan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota). Pengaturan tersebut menurut para anggota Bawaslu pada waktu itu tidak dapat mewujudkan pengawasan yang optimal karena lembaga pengawas turut dibentuk oleh lembaga yang diawasinya. Selanjutnya, pokok permohonan mengenai Dewan Kehormatan dimohonkan pengujiannya karena berdasarkan pengaturan dalam Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 112 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 22 Tahun 2007, Dewan Kehormatan masih terbentuk secara ad hoc. Dewan Kehormatan KPU dibentuk berdasarkan Keputusan KPU, Dewan Kehormatan KPU Provinsi dibentuk berdasarkan Keputusan KPU Provinsi, dan komposisi Dewan Kehormatan KPU dan Dewan Kehormatan KPU Provinsi yang mayoritas berisi dari internal KPU/KPU Provinsi itu sendiri, dan tidak maksimalnya tindak lanjut rekomendasi pembentukan Dewan Kehormatan KPU/KPU Provinsi merupakan hal-hal yang menjadi landasan pengujian norma mengenai Dewan Kehormatan tersebut. 

Pada akhirnya melalui amar Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 maka Bawaslu mendapatkan kewenangan yang maksimal dalam hal merekrut Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabuapten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan tanpa campur tangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Dengan adanya pengaturan tersebut Bawaslu menjadi lebih berdaulat dalam membentuk organisme pengawas baik di tingkatan provinsi maupun tingkatan Kabupaten/Kota. Terkait dengan subtansi Dewan Kehormatan yang juga turut diujikan oleh para komisioner Bawaslu selaku Pemohon dalam Perkara MK No. 11/PUU-VIII/2010 tersebut, MK memang tidak mengabulkannya, namun MK dalam pendapat Mahkamah di Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tersebut memberikan suatu pemikiran yang kemudian menjadi ratio legis (alasan pertimbangan mengapa diperlukan ketentuan seperti itu dalam undang-undang) terlahirnya 3 lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

Poin [3.18] Pendapat Mahkamah dalam Perkara MK No. 11/PUU-VIII/2010 menyatakan sebagai berikut
: 

Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum di diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dengan demikian, menurut Mahkamah, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh lembaga independen, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Bab IV Pasal 70 sampai dengan Pasal 109 UU 22/2007, harus diartikan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara pemilu menjadi nyata dan jelas;

Selanjutnya dalam putusan yang sama di Poin [3.23] Pendapat Mahkamah dalam Perkara MK No. 11/PUU-VIII/2010 dinyatakan pula
: 

 Menimbang bahwa selanjutnya terhadap komposisi Dewan Kehormatan
yang dimohonkan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa jumlah dan komposisi Dewan Kehormatan adalah merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) dari DPR dan Pemerintah, yang tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Walaupun demikian, pada masa yang akan datang untuk menjamin kemandirian dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang luber dan jurdil oleh KPU dan Bawaslu, anggota Dewan Kehormatan harus diisi oleh anggota-anggota yang berasal dari KPU dan Bawaslu secara seimbang. Dalam kerangka pemikiran ini, diperlukan hanya ada satu Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu baik untuk mengawasi perilaku anggota KPU dan anggota Bawaslu. Sehingga komposisi anggota Dewan Kehormatan baik untuk tingkat nasional maupun daerah harus terdiri atas perwakilan anggota KPU (KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota) serta Bawaslu (Bawaslu, Panwaslu Provinsi, atau Panwaslu Kabupaten/Kota) secara seimbang/sama jumlahnya dan ditambah satu orang dari pihak luar yang independen;
Sejumlah pandangan MK dalam pendapat Mahkamah di poin [3.18] dan Poin [3.23] merupakan ratio legis terbentuknya 3 (tiga) lembaga kepemiluan di Indonesia yang ada saat ini dan kemudian dinormakan dalam UU No. 15 Tahun 2011 dan komposisi kelembagaan Pemilu ini kemudian dipertahankan dalam UU No. 7 Tahun 2017.

2. Kewenangan KPU RI dalam Menerbitkan Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 yang Mengaktifan Kembali Anggota KPU RI

Sebagaimana diketahui bahwa UU No. 7 Tahun 2017 mengatur banyak hal, termasuk tentang Penyelenggara Pemilu. Hal ini muncul karena UU No. 7 Tahun 2017 yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 merupakan undang-undang yang bersifat kodifikasi. UU No. 7 Tahun 2017 merupakan undang-undang yang mengatur khusus mengenai kepemiluan sebagai wujud tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 (Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013)  yang menyatakan bahwa mulai tahun 2019 Pemilu dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Adapun dikarenakan perintah Putusan MK No 14/PUU-XI/2013 terkait penggabungan kedua jenis Pemilu tersebut, pada waktu itu pembentuk undang-undang selaras dengan Putusan MK tersebut mengkodifikasikan sejumlah undang-undang kepemiluan kedalam 1 (satu) naskah undang-undang. Undang-undang yang pada waktu itu subtansinya dikodifikasikan yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU No. 15 Tahun 2011), kemudian undang-undang mengenai Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 8 Tahun 2012), dan terakhir Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU No. 42 Tahun 2008).


KPU menurut Penulis, dalam UU No. 7 Tahun 2017 tidak banyak berubah dari UU kepemiluan sebelumnya (sebelum terkodifikasi). Dalam UU No. 7 Tahun 2017 penguatan bagi lembaga KPU lebih ke penguatan  dari sisi struktur. Bilamana struktur organisasi KPU dipahami keberadaan organisasi dari hulu hingga hilir, maka jajaran administrator utama Pemilu kita adalah postur KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPSLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN). Postur itu tidak berbeda jauh dibandingkan dengan kelembagaan Pemilu sejak reformasi bahkan Pemilu semasa Orde Baru. Penguatan KPU dalam UU No. 7 Tahun 2017 KPU terlihat dalam postur organisasi KPU yang jika dibandingkan dengan Pemilu tahun 2014 adalah menyangkut jumlah komisionernya. Pembentuk undang-undang pada waktu itu melihat event Pemilu 2019 sebagai Pemilu yang sama sekali berbeda karena keserentakannya. Untuk itu jumlah komisioner KPU di beberapa tingkatan ada yang ditambahkan dan ada yang disesuaikan.
 


Hal ini terlihat pada pada jumlah komisioner KPU provinsi yang memiliki range antara 5 (lima) hingga 7 (tujuh) orang, dengan pertimbangan melalui rumus jumlah populasi ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah/wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota di suatu provinsi sebagaimana termuat dalam Penjelasan Pasal 10 UU No. 7 Tahun 2017. Jumlah anggota KPU kabupaten/kota pada UU No. 7 Tahun 2017 dikurangi karena menilai penilaian dari sisi beban kerjanya menurut pembentuk undang-undang pada waktu itu sehingga memiliki rentang 5 (lima) atau 3 (tiga). Frasa “jumlah penduduk, luas wilayah, dan jumlah wilayah administratif” dalam Pasal 10 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 merupakan salah satu pemikiran pada pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu yang berimplikasi ke alternatif pilihan jumlah anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (begitu juga sebetulnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota), oleh karena ada norma tersebut di batang tubuh kita lengkapi dengan lampiran di UU No. 7 Tahun 2017 sebagai panduan untuk menentukan mana daerah yang jumlah nya 5 atau 7 untuk KPU Provinsi dan mana yang jumlahnya 5 atau 3 untuk KPU Kabupaten/Kota. 


Namun, dalam perjalannya lalu hadir Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 yang didalamnya mensamaratakan KPU kabupaten/kota kesemuanya berjumlah 5 (tidak ada aternatif pilihan 5 atau 3) sedangkan untuk KPU Provinsi di putusan MK itu tidak disinggung. Lalu muncul juga Putusan MK No. 38/PUU-XVI/2018 yang mana putusan ini merujuk ke Putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018 dan menghapuskan dan Lampiran I sepanjang rincian tabel “Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”. Dengan demikian pada akhirnya Putusan MK tersebut diatas telah mengembalikan formasi jumlah anggota KPU di tingkatan Kabupaten/Kota seperti Pemilu tahun 2014, demikian halnya dengan formasi keanggotaan PPK yang semula berjumlah 3 (tiga) orang menurut dalam UU No. 7 Tahun 2017, menjadi kembali berjumlah 5 (lima) orang. Hal juga merupakan penguatan dalam UU No. 7 Tahun 2017 di sisi sistim pendukung (seperti halnya supporting system pada DKPP, sebagaimana diulas sebelumnya) yakni perubahan di struktur organisasi KPU adalah 2 (dua) deputi di Sekretariat Jenderal KPU, yang nantinya Sekretaris Jenderal akan dibantu oleh 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) Inspektur Utama (hal ini diatur dalam Pasal 79 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017). 

Ketika penguatan UU No. 7 Tahun 2017 bagi KPU hanya pada sisi strukutur maka hal menarik muncul kedika KPU dalam menerbitkan Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 dalam rangka pengaktifan kembali anggota KPU dalam hal ini Evi Nodiva Ginting kembali menjadi Anggota KPU kembali. Jika kita melihat Pasal 13 mengenai kewenangan  KPU tidak ditemukan kewenangan KPU mengangkat kembali anggota KPU, yang ada justru di Pasal 13 yakni pada huruf i UU No. 7 Tahun 2017 yakni mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN. Tidak ada disebut anggota KPU RI bisa mengaktifkan kembali anggota KPU RI. JIka kita gunakan persepsi argumentum a contrario, maka sebetulnya tidak ada kewenangan KPU untuk itu. Hal ini sangat bertentangan menurut Penulis dari sisi Hukum administrasi negara berdasarkan pendapat pakar Kusumadi Poedjosewojo dimana negara sebagai penguasa seharusnya menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. Hal ini juga menurut Penulis tidak bisa juga jadi diskresinya Ketua KPU karena menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tepatnya di Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelengagraan Pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan uang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dana tau adanya stagnansi pemerintahan.


Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbanganpertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.
 Jikalau pelaksanaan pengaktifan anggota KPU RI tersebut dianggap sebagai bagian dari diskresi maka hal tersebut adalah keliru, karena dari sudut pandang hukum administrasi negara terdapat asas-asas hukum administrasi negara salah satunya asas yuridikitas (rechtmatingheid) bahwa stiap tindakan penjabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan). Kewenangan tersebut bisa saja ditambahkan menjadi keweanangan KPU RI hanya dengan perubahan UU No. 7 Tahun 2017 terlebih dahulu. Momen saat ini adalah momentum yang tepat, jika saja kewenangan tersebut dirasakan penting, karena dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2020 terdapat judul Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sejatinya perlu dirampungkan yakni  RUU tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 2017. Judul RUU ini termasuk 1 (satu) dari 37 (tiga puluh tujuh) judul RUU yang ada dalam Prolegnas Prioritas.
 Adapun jumlah RUU dalam Prolegnas yang tidak terlalu banyak dibandingkan periode DPR sebelum-sebelumnya merupakan salah satu upaya DPR dan Pemerintah agar terus dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dalam pembentukan undang-undang.
 
III. PENUTUP

Berdasarkan uraian dalam pembahasan yang telah Penulis coba uraikan sebelumnya, maka dalam bab Penutup ini, Penulis coba menjawab permasalahan yang ada dalam bab pendahuluan. Bahwa terkait terkait dengan Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT yang Membatalkan Kepres No. 34/P Tahun 2020 hal ini jelas sudah diluar dari keweangan PTUN. Karena Kepres No. 34/P Tahun 2020 sejatinya hanya menjalankan hasil Putusan DKPP dalam hal ini Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 yang pada pokoknya menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Evi Novida Ginting Manik (Komisioner KPU RI). Ketika muncul Putusan PTUN No. 82/G/2020/PTUN.JKT hal ini justru menurut Penulis hal yang tidak berdasar. 


Bahwa terkait kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam menerbitkan Surat Keputusan KPU No. 663/SDM.13-SD/05KPU/VII2020 dalam rangka pengaktifan kembali anggota KPU dari sisi Hukum Administrasi Negara, hal ini menurut Penulis juga tidak sesuai dengan kewenangannya. Hal ini bertentangan dari sisi Hukum Administrasi Negara. Munculnya hal ini apalagi jika menggunakan persepsi argumentum a contrario, maka sebetulnya tidak ada kewenangan KPU untuk itu. Hal ini sangat bertentangan menurut Penulis dari sisi Hukum administrasi negara berdasarkan pendapat pakar Kusumadi Poedjosewojo dimana negara sebagai penguasa seharusnya menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. Hal ini juga menurut Penulis tidak bisa juga jadi diskresinya Ketua KPU karena menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tepatnya di Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelengagraan Pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan uang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas, dana tau adanya stagnansi pemerintahan. Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbanganpertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.
 Menurut Penulis dari sudut pandang  Hukum Administrasi Negara terdapat asas-asas hukum administrasi negara salah satunya Asas yuridikitas (rechtmatingheid) bahwa stiap tindakan penjabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan).
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